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Menimbang: a. B*EtfrtrN:H*iD::# 3ffi *ffi'-.lffi
pasat E ayat 121 f,t *f d Peratrrran Pemerintah Nomor 27

Tahun 2014 tentanrg Pengelolaan Barang Milik
N"S;alpaera.tt, maka untut kelancaran pelaksanaan

p;grr* dan kegiatan dipandang perlu mmur{uk
'f"rftr**lPerryimpin Barang pada tnspektorat Daerah

XaUipateit Hti*rltera Barat Tatrun Anggaran 2Ol7;

b.bahwaSaudaraABIIBAKAR'yangdiusulkanoleh
Inspektrrr krspelrtorat selal*r pejabat perrggurra bara'rrg

diansgap catap dan sremerruhi syarat sgrta manrllrr

mAafe,anatan tugas sebagai PengurtrslPenyimp-an barang

pada safuan kerja Insliektorat Daerah Kabupaten

Halmahera Barat;

c.ba}rwa.berdasarkan'pertimbanganseb.rgrirna:nadimaksud
hurufadanhunlfb,perlumenetapkanKeputusanBupati
tentang Penur$ukan 

-PenguruslPerryimpan 
E**S pada

Inspedorat Da*erah Kabupatm Haknahem Barat Tahun

Anggaran 2OL7;

Me*gi,'gat : 1' H:ffi-ffiff* Xffi:'r'r'ffi#1Xffii3#ffi1"*
pembentukan fiaerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam

WilayahDaerahswatantraTingkatlMalukuane'r$adi
Undang-undang;

2. UndanSundang Nomor 6 Tahun 20oo tentang Perubatran

atas dndangundang Nomor 46 Tatrun 1999 tentang
pembentukan ProvinJi Mafuku Utara., Kabupatmr Eluru dart

Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor I Tahun 2OO3 tentang
Pembeitukan Ifubupaten Halmahera Utara' Kabupaten

Halmahera Selatai, Kabupaten Keprrlauln Sula'

Kabupaten Hatrmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan

di Provinsi Malukr Utara;

4.Undang-undangNomorlTTahun2oo3tentangKeuangan
Negara;

5. Undang-undang Nmor 1 Tattun 2OO+ tentang

Perbendaharaan Negara;
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6. Undanyundang Nomor 33 Tahun 2AA4 teatang
Perimba.regan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

7. Undang-uadang Noaor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur
Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan;

l0.Peraturan Pemeriatah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 terrtang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

l2.Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l3.Peraturan Meateri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun zWV
tentang Pedonoan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

L4.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6
Tahun }OLO tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat

ls.Peraturan Daerah Kabupaten Halmatrena Barat Nomor 9
Tahun 2A16 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2017:'

l6.Peraturan Bupati Kabupaten HalmaheraBarat Nomor 11

Tahun 2A16 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Halrrahera Barat Tahun
Anggaran 2017.

Surat Inspektur Inspektorat Daerah Nomor 9A0/602-
YT.K/2O67 tdt 15 Desember 2AL6 perihal : Usulan
Bendahara.

MEffiT}TUSKAtrT :

Menunjuk Saudara ABITBAIAR, Nip' I987O9OZ 2006A4 I
004, sebagai Pengurus/Penyimpan Barang Pada Satuan
Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat
dengan atasan langsungnya Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Ha.lmahera Barat-

Pengunrs/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud
Dikhrm Kesatu, dalam melaksanakan flrgas dan tanggung
jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-
rrndanga*r yang berlatrm.

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Pengums/Penyinrpart
Barang sebagaimana dinaksud Dikhrm Kesatu, tercantum
sebagai berikut :

KETIGA
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SPBCIME}I
PENGT'RUS / PEIfYIMPAN BARAI{G

KEEMPAT :. Keprrtrrsaninimulaiherlakrrpada"tanggaldttetapkan-

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah $.\
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum \v
Inspektur Inspei<torat Ll
Kabag. Hukum & Orgs

tw

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal i tL Januari 2OL6

lgupnfl HALMAHERA BARAT,.

Tcrltfu*Zun; DisamPaikan kePadaYth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku utara di Ternate,
4. Inspelrtur [nspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmnhera Barat di Jailolo
6. Inqrlrturlnspelrto,rat Daeratr Kab- Halbar di Jaitolo
Z. yarig bersanglutan untuk ctilaksanrakan sebagaimana mestinya

x

TANDA TANGAN PARAF
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